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Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini Bupati Kabupaten Tegal telah 
mengeluarkan intruksi Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2020 yang 
mengintruksikan peningkatan pengendalian, pencegahan, dan penanganan 
penularan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tegal.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa peran Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam memelihara ketentraman masyarakat dalam 
menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Tegal 
yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan empiris, teknik pengumpulan data berumber pada data primer 
melalui wawancara dan data sekunder melalui data-data yang diperoleh dari buku-
buku sebagai data pelengkap sumber data primer, yang hasilnya langsung dianalisis 
melalui metode deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tegal telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, telah 
ditemukan kendala-kendala dilapangan seperti adanya masyarakat yang tidak 
mematuhi protokol kesehatan dan masih banyak masyarakat berkerumun. Namun 
hal ini dapat disiasati oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengatur jadwal 
patroli rutin sehingga dapat mengawasi aktifitas masyarakat dengan baik. Hal 
tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya 
pengawasan, pengendalian, dan pencegahan COVID-19 selalu mengedepankan 
koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral. Sedangkan faktor eksternal 
meliputi kepentingan masyrakat itu sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan.   
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The Tegal Regency Government, in this case the Tegal Regency Regent, 
has issued the Regent's Regulation No. 62 of 2020 which instructs to improve 
control, prevention, and handling of the transmission of Corona Virus Diseases 
2019 (COVID-19) in Tegal Regency. 
This study aims to find out that the role of the Tegal Regency Civil Service 
Police Unit in maintaining public peace in dealing with the spread of COVID-19 in 
Indonesia, especially in Tegal Regency, is carried out by the Civil Service Police 
Unit. 
This type of research is field research, the approach used is an empirical 
approach, data collection techniques are sourced from primary data through 
interviews and secondary data through data obtained from books as complementary 
data to primary data sources, the results of which are directly analyzed through 
descriptive methods. qualitative. 
The results of this study indicate that the Tegal Regency Civil Service Police 
Unit has tried to overcome the existing problems, obstacles have been found in the 
field such as people who do not comply with health protocols and there are still 
many people crowding. However, this can be circumvented by the Civil Service 
Police Unit by arranging a routine patrol schedule so that it can monitor community 
activities properly. This is influenced by the factors that affect the success of the 
supervision, control, and prevention of COVID-19 always prioritizing coordination 
and synchronization with cross-sectoral. While external factors include the interests 
of the community itself. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need. 
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A. Latar Belakang 
Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan 
penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan 
penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang 
serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom 
Pernapasan Akut Berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 
Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar 
biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan 
menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).1 
 Coronavirus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan 
usia lanjut), orang dewas, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan 
menyusui, bahkanpun juga bisa menyerang hewan. Menurut data dirilis 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, 
jumblah kasus terkonfirmasi posotif hingga 14 Januari 2021 adalah 869.600 
(Delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) orang dengan jumblah 
kematian 25.246 (Dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) orang. 
Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9% (Dua koma 
Sembilan persen) dari terkonfirmasi. Jika dilihat 
                                                          
1 Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) member of Save the Children, 2020, “Informasi 
Tentang Virus Corona (Novel Coronvirus)”, (https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-





dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia 
46-59 (Empat puluh enam sampai lima puluh Sembilan) tahun memiliki 
persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan usia lainya. 
Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,5% (Lima puluh enam koma lima 
persen) penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 
43,5% (Empat puluh tiga koma lima persen) sisanya adalah perempuan.2 
Coronavirus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada 
akhir Desember 2019. Sedangkan diIndonesia coronavirus pertama kali 
mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, 
Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif 
terjangkit virus Corona yaitu perempuan berusia 31 (Tiga puluh satu) tahun 
dan ibu berusia 64 (Enam puluh empat) tahun. Kasus pertama diduga 
berawal dari pertemuan perempuan 31 (tiga puluh satu) tahun dengan warga 
negara jepang yang masuk kewilayah Indonesia. Namun kasus tersebut 
diduga bukan kasus pertama. Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia (FKM UI) menilai memprediksi virus Corona telah 
masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020. Pertanyaan FKM UI 
didasarkan pada laporan kasus orang dalam pantauan (ODP) dan pasien 
dalam pengawasan (DPD) disalah satu daerah sejak minggu ke-3 Januari 
2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti telah terjadi penularan Corona 
secara lokal. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir 
                                                          
2 Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Peta Sebaran”, Komite Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional, 14 Januari 2021, (https://covid19.go.id/peta-sebaran) diakses pada 





kesemua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. 
Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan 
pemberlakuan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona.3  
DiIndonesia sendiri, diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi dan menekan penyebaran 
Coronavirus. Di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia melalui 
Kementrian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB). Kemudian, aturan turunan dari PP nomor 21 tersebut tertuang 
dalam Peraturan Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penangan COVID-19. Dari 
Pedoman tersebut, diketahui PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu 
penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. 
Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 disuatu wilayah. 
Ada kriteria untuk wilayah yang nantinya diusulkan untuk PSBB sehingga 
tak semua wilayah diterapkan untuk PSBB. Wilayah yang diusulkan untuk 
PSBB yaitu yang jumlah kasus atau jumlah kematian akibat COVID-
19 menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah serta ada 
kaitan epidemologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. 
Dilansir dari Kemenkes RI, penetapan PSBB dilakukan oleh 
Menteri Kesehatan berdasarkan pada permohonan Kepala Daerah, yakni 
                                                          
3 Tim detikcom, “Kapan Sebenarnya Corona Pertama kali Masuk RI?”, Detiknews, Jakarta, 
Minggu, 26 April, 2020, 07:36, (https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-





gubernur atau bupati atau wali kota. Dalam pengajuannya untuk menjadi 
PSBB harus disertai data, yakni peningkatan jumlah kasus menurut waktu, 
penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal, Serta 
informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan 
hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan 
operasionalisasi jaringan pengaman sosial, dan aspek keamanan. 
Lingkup Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meliputi 
peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan agama, pembatan 
kegiatan ditempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budiya, 
pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainya khususnya 
terkait aspek pertahanan dan keamanan. PSBB dilaksanakan selama masa 
inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti 
penyebaran. Untuk sekolah dan tempat kerja diliburkan. Namun, ada 
pengecualian bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan 
pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan 
pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, 
keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan 
kebutuhan dasar lainnya. 
Penyelengaraan PSBB tidak hanya membawa perubahan yang besar 
bagi kehidupan normal masyarakat sehari-hari, akan tetapi juga perubahan 
pola hidup masyarakat baik dalam bersosialisasi, berinteraksi, dan 
berkomunikasi dengan sangat mudahnnya virus COVID-19 menyebar sejak 





masyarakat terpapar COVID-19, tentu menjadi momok yang menakutkan 
bagi seluruh masyarakat Indonesia.4 Masyarakat Indonesia dituntut 
mematuhi protokol kesehatan namun dibalik hal tersebut masih banyak 
masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan anjuran pemerintah tentang 
PSBB dan protokol kesehatan begitu juga  COVID-19 begitu juga dalam 
studi kasus ini di Kabupaten Tegal sehingga sangat diperlukan peranan 
Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawal penegakan protokol kesehatan 
dan pengendalian COVID-19 untuk memutus penyebaran virus COVID-19. 
Terkait hal tersebut pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini 
Bupati Kabupaten Tegal mengeluarkan intruksi Peraturan Bupati Nomor 62 
Tahun 2020 yang mengintruksikan penerapan disiplin dan penegakan 
hukum protokol kesehatan dalam pecegahan dan pengendalian penularan 
corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tegal. Tertuang dalam 
Peraturan Bupati pasal 5 mengintruksikan kepada Satuan Polisi Pamong 
Praja untuk menegaskan kembali kepada masyarakat agar menjaga jarak 
(physical distancing) dalam berjalan, berkendara, tidak ada kerumunan 
masyarakat, dan penggunaan masker. 
Sejak disahkan Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2020 tentang 
penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam 
pencegahan dan pengendalian penularan corona virus disease 2019 
(COVID-19) masih banyak masyarakat yang tidak memtuhi protokol 
                                                          
4 Raden Wijaya, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasn Pembatasan Sosial 





kesehatan COVID-19 tersebut, masyarakat Kabupaten Tegal masih ada 
yang tidak menggunakan masker, berkerumun, menerapkan perilaku yang 
tidak higienis.  
Dengan intruksi yang telah diberikan oleh Bupati Kabupaten Tegal, 
maka peran Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI dan Polri sebagai 
bagian dari gugus tugas percepatan penanganan  COVID-19 diharapkan 
mampu melakukan pengawasan dan pengendalian di Kabupaten Tegal 
secara maksimal sebagai wujud dari percepatan penanganan COVID-19. 
Usaha yang dilakukan bersama TNI dan Polri melakukan oprasi masker, 
melakukan sidak atau pengecekan ke tempat yang dianggap rawan 
keramaian, dan melakukan patrol kepada pedagang yang tidak patuh.  
Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti menganggap 
perlu mengadakan penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja 
Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Dan Pengendalian Covid-19 
(Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020). Dengan 
kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehingga 
mampu bersama TNI, Polri, dan gugus tugas  penanganan virus COVID-19 
menekan penyebaran virus COVID-19 sebagai wujud dari pelaksanaan 
intruksi Bupati Kabupaten Tegal. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka 





1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal 
dalam mengawasi, mengendalikan, dan mencegah penyebaran COVID-
19 selama pandemi? 
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya pelaksanaan tugas 
Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal dalam upaya penegakan 
protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengkaji peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan 
protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengkaji kendala yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam upaya penegakan protokol kesehatan dan pengendalian COVID-
19 di Kabuppaten Tegal. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulisan mengaharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan 
berguna karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaaat yang 
diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulisan dari 
penelitian ini antara lain: 





Secara Teoritis diharapkan penelitian ini memberikan deskripsi 
tentang peran dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan 
protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai peranan Satuan 
Polisi Pamong Praja di kabupaten Tegal, terutama berkaitan dengan 
pelaksaan Penengakan potokol kesehatan dan pengendalian COVId-19. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berikut penulis deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan 
penelitian ini: 
1. Ida Bagus Brahmana, A A Ngurah Oka Yudistira (2020) Fakultas 
Hukum Universitas Udayana Bali dengan judul “Penindakan Terhadap 
Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan 
Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali”.5 Jurnal ini menjelaskan 
bahwa penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan 
masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang 
penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan 
pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era 
baru sudah dilaksanakan pada awal september hingga Oktober 2020. 
Selain pihak kepolisian dan satpol PP, penindakan juga dilakukan 
                                                          
5 Ida Bagus Brahmana, A A Ngurah Oka Yudistira, “Penindakan Terhadap Masyarakat 
Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali”, 





bersama para Pecalang dan satgas COVID-19 diseluruh desa adat di 
Bali. Status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda 
administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur 
Nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol 
kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 
2019 dalam tatanan kehidupan era baru adalah tidak termasuk status 
pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi administrative seperti 
denda tilang pada kendaraan bermotor yang telat dalam melaksanakan 
pembayaran pajak kendaaraan bermotor. 
2. Rizqoh Fouranda (2021) Fakultas Hukum Universitas Muhamdadiyah 
Palembang dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar 
Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19 Di Kota Palembang”.6 Skripsi 
ini menjelaskan proses penegakan hukum dimasa pandemi COVID-19 
di Kota Palembang dengan melalui kegiatan diawali dengan apel 
pelaksanaan tugas sosial himbauann serta razia terhadap tempat-tempat 
hiburan dan tempat keramaian dalam rangka menanggulangi 
penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Kota Palembang. Masyarakat 
diberikan edukasi dan pembinaaan mengenai penerapan protokol 
pencegahan COVID-19. Tempat-tempat usaha membuat surat 
pernyataan bersedia mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan 
kebijakan pemerintah. Penindakan terhadap masyarakat yang 
                                                          
6 Rizqoh Fouranda, “ Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi 






melanggar protokol kesehatan sudah dilaksanakan sesuai peraturan 
Walikota Palembang nomor 27 tahun 2020 tentang Adaptasi Baru 
Menuju Produktif dan Aman Pada Situasi COVID-19 dan sesuai 
Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol 
Kesehatan, sudah dilaksanakan pada awal september hingga oktober 
2020 oleh pihak kepolisian dan Satpol PP, juga dilakukan bersama 
Satgas COVID-19 diseluruh Kota Palembang. Sanksi hukum dan sanksi 
sosial kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di 
Kota Palembang sudah dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan 
seperti tidak menggunakan masker, dikenakan denda dan sanksi sosial 
membersihkan fasilitas umum. 
3. Novita Listyaningrum, Rinda Philona (2021) Universitas 45 Mataram 
dengan “judul Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa 
Pandemi”.7 Jurnal ini menjelaskan kebijakan apa saja yang telah dibuat 
oleh pemerintah sehubungan dengan peningkatan jumlah pasien yang 
mengidap COVID-19 serta bagaimana penegakan hukum dalam 
pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemi. Pemerintah 
Indonesia dalam penegakan COVID-19 di Indonesia telah banyak 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari sebelum masuknya COVID-19 
di Indonesia sampai saat ini. Kebijakan-kebijakan tersebut dikelurkan 
guna mencegah penyebaran COVID-19 serta menjaga kestabilan 
                                                          
7 Novita Listyaningrum, Rinda Philona, “Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa 





perekonomian negara. Terbitya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, penegakan 
tersebut terbilang cukup baik dilihat dari telah banyaknya fasilitas cuci 
tangan di tempat umum, pengaturan jarak yang saat ini berlaku di 
tempat-tempat umum, serta pembersihan dan disinfekta lingkungan 
secara berkala. 
Berdasarkan Sumber rujukan yang telah di cantumkan terdapat 
perbedaan antara peneliti dan rujukan yaitu peneliti membahas dan 
mengkaji mengenai bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tegal dalam mengawasi, mengendalikan, dan mencegah 
penyebaran COVID-19 selama pandemi serta apa hambatan dalam upaya 
pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam 
upaya penegakan protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (Field 
research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta 
fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis 
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian 





cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke kelapangan. 
Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang 
dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukanya mengatakan bahwa 
penelitian untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan 
proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.8 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (yuridis 
empiris) yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan 
dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan 
hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di 
masyarakat.9 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang 
dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang fakta 
dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul 
kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya 
menuju pada penjelasan masalah.10 
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena penulis 
ingin hendak mengetahui Peran Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) 
dalam penegakan protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19 di 
tinjau Perbup Kabupaten Tegal No. 62 Tahun 2020.  
 
                                                          
8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1997, hlm. 42  
9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 
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3. Sumber Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
bersumber pada data primer dan data sekunder.  
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan 
dibahas.11 Sumber data di lapangan secara langsung dengan 
berupa wawancara dengan responden yaitu: 
1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, bapak Suharinto, S.sos., 
M.Si. 
2) Badang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Tegal, bapak Drs. Giyarto 
3) Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal, bapak Tavip Mulyartomi, S.IP 
4) Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tegal, bapak Edi Suparman, S.Ipem 
5) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 
bapak Hartono M 
6) Pedagang, bapak Radtya Bahtiar S  
b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku 
sebagai data pelengkap sumber data primer.12 Sumber data 
                                                          
11 Ammirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2006, hlm. 30   





sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan 
melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil 
penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-
dokumen, buku, hasil penelitian berwujud laporan, dan 
seterusnya.13 
4. Metode Pengumpulan data 
a. Teknik pengkumpulan data primer menggunakan wawancara. 
Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek 
penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk 
komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan 
memperoleh informasi.14 
b. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu 
data sekunder yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan dan 
menelaah berbagai informasi dan data yang bersumber dari bahan-
bahan hukum serta bahan informasi yang didapat di dinas-dinas 
terkait selama melaksanakan penegakan protokol kesehatan dan 
pengendalian COVID-19 di Kabupaten Tegal.  
5. Metode Analisis Data 
                                                          
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, 
hlm. 12  





Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif 
kualitatif. Data-data yang telah didapat dari hasil wawancara dan 
observasi terlebih dahulu di reduksi dan dikategorisasi. Data yang telah 
di reduksi dan dikategorisasi kemudian disintesis sehingga membentuk 
sekumpulan informasi yang dapat disajikan dalam bentuk susunan 
pernyataan naratif. Pernyataan naratif merupakan penjelasan terhadap 
tujuan-tujuan penelitian terkait peran Satpol PP dalam menegakan 
protokol kesehatan  dan pengendalian COVID-19.  
 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan 
penulisan yaitu; 
a. Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan rencana sistematika 
penulisan.  
b. Bab II Tinjauan Konseptual, pada bab ini akan menguraikan tentang 
pengertian dan gambaran umum mengenai Satpol PP, penegakan 
hukum, dan protokol kesehatan.  
c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini merupakan 
bab hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, 
rumusan masalah yang dikaji adalah (1) Bagaimana peranan Satpol PP 





penyebaran COVID-19 selama pandemi (2)  hambatan-hambatan yang 
muncul dalam upaya pelaksanaan tugas Satpol PP di Kabupaten Tegal 
dalam upaya penegakan protokol kesehatan dan pengendalian COVID-
19.  
d. Bab IV Penutup, pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan 
























A. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja  
1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja 
Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era kolonial sejak 
VOC menduduki kota Batavia di bawah pimpinan gubernur jenderal 
Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban 
penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu kota Batavia sedang 
mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk local maupun 
tentara inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan 
ketentraman dan keamanan. 
Untuk menykapi hal itu maka dibentuklah BAILLUW, semacam 
polisi merangkap sebagai jaksa dan hakim yang bertugas menangani 
perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan masyarakat serta 
menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. 
Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, 
dikembangkanlah BAILLUW denga membentuk satuan lainnya yang 
disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas 
membantu pemerintah ditingkat kewedanan yang bertugas menjaga 
ketentraman dan keamaan masyarakat. 
Menjelang masa akhir era Kolonial khususnya pada masa Jepang 





dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara 
structural Satuan Polisi dan peran fungsinya bercampur baur dengan 
kemiliteran. 
Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi 
organisasi dari kepolisian negara karena belum ada dasar hukum yang 
mendukung keberadaanya sampai dengan diterbitkan peraturan 
pemerintah nomor 1 tahun 1948. 
Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali 
pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama.   
Satuan Polisi Pamong Praja didirkan pertama kali di kota 
Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950 dengan motto PRAJA 
WIBAWA, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah, 
sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman 
kolonial.  
Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah 
proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak 
stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai 
keamanan Kapanewon di Yogyakarta untuk menjaga ketertiban dan 
ketentraman masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini 
berubah menjadi Detasemen  Polisi Pamong Praja. 
Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk pada 





Pamong Praja atau Satpol PP dan sebab itu setiap tanggal 3 Maret 
detetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 
diperingati setiap tahun. 
Pada tahun 1960 mulailah pembentukan Kesatuan Polisi 
Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan di dukung para petinggi 
militer atau angkatan perang. 
Pada tahun 1962 Satuan Polisi Pamong Praja namanya berubah 
menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan korps kepolisian 
negara tertuang dalam undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang 
pokok-pokok kepolisian pada saat itu dan tahun 1963 Kesatuan Pagar 
Baya namanya berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah 
Satpol PP mulai terkenal sejak saat pemberlakuan undang-undang 
nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah sejak 
saat itu. Terakhir dengan diterbitkanya undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang pemerintah  daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum 
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam 
menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.15 
Dalam sejarah perkembangan Satpol PP yang sering berganti 
nama, hal ini di sebabkab oleh perkembangan sistem pemerintahan di 
                                                          
15 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021, “Profil dan Sejarah 
Satuan Polisi Pamong Praja”, (https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dan-
sejarah#:~:text=Sejarah%20Polisi%20Pamong%20Praja%20didirikan,mewadahi%20sebagian%20
ketugasan%20pemerintah%20daerah.&text=Pada%20tanggal%2010%20November%201948,dibe





Indonesia beserta dinamika di dalamnya. Untuk mengakomodir 
beberapa tugas pemerinth daerah maka pada tanggal 3 maret 1950 Polisi 
Pamong Praja pertama kali di dirikan di Yogyakarta. Kepala wilayah di 
berikan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pembinaan 
ketentraman dan ketertiban wilayah yang mana halnya juga merupakan 
tugas utama dari Polisi Rebuplik Indonesia, akan tetapi pelaksanaan 
fungsi tugas tersebut tidak dibarengi dengan pemberian wewenang 
untuk dapan menggerakan Polisi Republik Indonesia.16    
2. Pengertian Satuan Polisi pamong Praja 
Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong 
artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai 
arti sendiri yaitu pengasuh. Mengasuh anak kecil minsalnya itu biasanya 
dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai 
negeri. Pangreh Praja atau pegawai pemerintah. Menurut kamus besar 
kamus bahasa Indonesia Pamong Praja adalah pegawai negeri yang 
mengurus pemerintah negara. Definisi lain polisi adalah badan 
pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum 
atau pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan 
definisi tersebut  dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah 
polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di 
wilayah kerjanya.17  
                                                          
16 Ninik Widianti, Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat, Jakarta: Bima Aksara, 
1987, hlm. 147.  
17 Muh. Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum 





Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP adalah perangkat 
daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan 
ketentraman di masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan di 
masyarakat. 
Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota satpol pp sebagai 
aparat pemerintah daerah yang di duduki oleh pegawai negeri sipil dan 
diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai sesuai dengan 
peraturan perunang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah, penyelenggaraketertiban umum dan 
ketentraman serta perlindungan masyarakat.  
Pada hakekatnya, seorang Satpol PP adalah seorang polisi yang 
oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian 
dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol PP 
dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan 
daerah. Sebagaimana diketahui, menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 
Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada bab III 





daerah dan Peraturan kepala daerah dan menyelenggarakan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat serta menyelengarakan 
perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas segaimana yang 
dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai fungsi, 
yaitu: 
a) Penyusunan program penegakan Peraturan daerah dan Peraturan 
kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 
b) Pelaksaana kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta penyelengaraan perlindungan masyarakat. 
c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instalasi 
terkait. 
d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas 
pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh 
kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi 





Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkordinasi 
dengan TNI, POLRI, Kejaksaan RI, dan pengadilan yang berada di 
derah atau provinisi atau  daerah atau kota. Penyelengaraan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
dilaksanakan sesuai dengan standar oprasional dan prosedur (SOP) dan 
kode etik. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar oprasional  prosedur 
(SOP) dank kode etik diatur dalam peraturan menteri. 
Berikut Tugas Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat tertuang dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia  Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 
meliputi kegiatan: 
a) Deteksi dan cegah dini; 
b) Pembinaan dan penyuluhan; 
c) Patroli; 
d)  Pengawalan; 
e) Penertiban; dan 
f) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.  
Jika dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat dirasa kurang mampu atau dapat menimbulkan dampak 
sosial yang luas atau resiko yang tinggi maka satuan Polisi Pamong 
Praja dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari TNI dan 





Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan terhadap masyarakat 
sebagai mana yang dimaksud penyelengaraan perlindungan masyarakat 
oleh satuan Polisi Pamong Praja melibatkan masyarakat. 
4. Hak dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 
Hukum yang mengatur hubungan hukum antar tiap orang, 
masyarakat, lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut 
terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap 
hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum mempunyai dua sisi. Sisi 
yang satu ialah hak dan sisi lainya adalah kewajiban. Tidak ada hak 
tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak, karena 
pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu 
kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu 
kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. 
Hak dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak 
diterima, contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan 
lain-lainya.18  
Disebutkan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 
mempunyai hak dari Pemerintah Daerah dan wajib di dapatkan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya yaitu: 
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a) Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 
dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
b) Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mendapatkan hak 
pengembangan potensi, keahlian, dan karier.  
c) Dan yang terakhir Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan hak 
lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
wewenang Satuan Polsi Pamong Praja,  
Selanjutnya wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja. 
Wewenang disini adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi 
pemerintahan yang dapat di dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan 
yang berkenaan dengan perolehan pengunaan wewenang-wewenang 
pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum 
publik.19 Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 
kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau 
tidak berbuat.20  
Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam pasal 7 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja. Wewenang tersebut yaitu: 
                                                          
19 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, 
hlm. 71. 





a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap  masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
b) Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau bandan hukum yang diduga melakukan pelanggaran 
atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
d) Melakukan tindakan administratifn terhadap masyarakat, aparatur, 
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
 
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum  
1. Pengertian Penegakan Hukum  
Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.21  
Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan para 
ahli. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan penerapan 
diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat 
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diatur oleh undang-undang melaikan juga berdasarkan kebijaksanaan 
antara hukum dan etika. Oleh kkarena itu, pertimbangan secara nyata 
hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan. 
Menurut Wayne La Farve menjelaskan “penerapan hukum sebagai suatu 
proses”, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang 
menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh 
kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. 
Selanjutnya, Abdul Kadir Muhammad mengungkapkan bahwa 
penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan 
hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal 
yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu 
supaya supaya ditegakan kembali. Lebih lanjut, dengan mengutip 
pendapat Notohanidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat norma 
penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, 
kepatutan, dan kejujuran.  
Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan 
dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum 
yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan 
atau mengkongkretkan hukum dalam kehidupan nyata atau memulihkan 
keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.22 
                                                          
22 Dr. Dini Dewi Heniarti (ed), Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum 





Ditijau dari subjeknya penegakan hukum dapat dilakukan oleh 
subjek yang luas dan dapat diartikan juga dalam subjek yang sempit. 
Dalam subjek yang luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua 
subjek hukum dalam setiap hubunga hukum. Siapa saja yang 
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 
yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Dalam 
subjek yang sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai 
upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. 
Dalam memastikan tegaknya hukum aparat penegakan hukum itu 
diperkenankan mengunakan daya paksa jika diperlukan.23  
Penegakan hukum dapat pula ditinjau dari objeknya, yaitu dari 
segi hukumannya. Dalam hal ini juga mencangkup objek yang luas dan 
sempit. Dalam objek yang luas penegakan hukum itu mencakup nilai-
nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Tetapi, dalam objek 
yang sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan 
peraturan yang formal dan yang tertulis saja. Karena itu, penerjemahan 
perkataan law enforcement ke dalam bahasa Indonesia mengunakan 
perkataan  penegakan hukum dalam arti luas dan dapat digunakan istilah 
penegakan peraturan dalam arti sempit.24 
                                                          
23 Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm 46. 
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum    
Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa 
faktor baik sebagai hukum materil dan formil, diantaranya yaitu:25  
2.1. Faktor Hukum 
Faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan 
penegakan hukum itu sendri, namun tidak terlaksananya penegakan 
hukum itu disebabkan oleh masalah atau gangguan yang disebabkan 
karena tidak di ikuti oleh asas-asas berlakunya undang-undang yang 
merupakan dasar dari pedoman suatu peraturan perundang-
undangan dan belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk 
menerapkan undang-undang.26 
2.2. Faktor Penegak Hukum 
Penegakan hukum merupakan peran yang penting bagi penegak 
hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparatpun seharusnya 
mencerminkan suatu kepribadian yang dapat terjadi teladan bagi 
masyarakat itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak 
hukum yang profesional yaitu mereka yang dapat berdedikasi tinggi 
sebagai aparat penegak hukum, dengan demikian seseorang aparat 
                                                          
25 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007, hlm 5. 





penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan wewenngnya 
sebagai penegak hukum yang baik.27 
2.3. Faktor Fasilitas dan Sarana 
Fasilitas dan sarana yang memadai penegakan hukum akan 
terlaksana dengan baik. Fasilitas dan sarana yang dimaksud yaitu 
sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang 
mempuni, dan sumber dana yang memadai. Jika fasilitas dan sarana 
tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan 
dengan baik dan berjalan dengan maksimal.28 
2.4. Faktor Masyarakat 
Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk 
masyarakat. Oleh karenannya peran masyarakat dalam penegakan 
hukum tentu juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar 
hukum tentu telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan 
kewajiban masyarakat, dengan demikian mereka akan 
mengembagkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan 
yang berlaku.29 
2.5. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan hukum sebenarnya mencangkup nilai dasar yang 
mendasari pemberlakuan hukum di dalam masyarakat, yang menjadi 
patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Soerjono Soekanto dan 
                                                          
27 Ibid., hlm 34. 
28 Ibid., hlm. 34.  





Pubacaraka terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, 
peran itu adalah:30 
a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai ketertiban biasanya 
disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai 
ketentraman merupakan suatu kebabasan, secara psikis suatu 
ketentraman ada bila seseorang tidak merasa khawatir dan tidak 
terjadi konflik batiniah. 
b) Nilai kebendaan dan nilai keahlakan. Nilai kebendaan dan 
keahlakan merupakan pasangan dari pasangan nilai yang 
universal, tetapi dalam kenyataannya karena pengaruh 
modernisasi  kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi 
yang tebih tinggi dari nilai keahlakan sehingga timbul suatu yang 
tidak serasi.31 
c) Nilai konservatisme (kelanggengan) dan nilai inovetisme 
(kebaruan). Nilai konservatisme dan nilai inovetisme berperan 
kesinambungan dalam perkembangan hukum, disatu sisi pihak 
ada yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan  yang 
terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan (status quo). Di 
pihak lain ada anggapan-anggapan yang berbeda juga, bahwa 
hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan 
perubahan dan menciptakan hal yang baru. Kesamaan atau 
                                                          
30 Ibid., hlm. 60. 





keserasian dari kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum 
pada kedudukan dan peran yang semestinya.32 
Berdasarkan faktor-faktor diatas maka pembuatan peraturan 
perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terperici untuk 
mengatur dan memberi sanksi atau hukuman agar tidak menimbulkan 
keraguan dalam penerapan, dan terciptanya suatu keadilan serta 
kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.33 
3. Fungsi Penegakan Hukum 
Negara Indonesia adalah negara hukum, setiap yang dilakun oleh 
masyarakat harus berdasar pada ketentuan hukum yang ada. Karena itu 
fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, maka 
dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukum. 
Penegakan hukum dapat menjadi alat untuk mengatur tata tertib bagi 
kehidupan di masyarakat dan dapat juga mewujudkan keadilan sosial. 
Hukum diciptakan agar keadilan bisa di terapkan ke ergaulan 
hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat pada keharusnya pada 
keharusnnya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak 
hukum dari subjek lain, subjek tidak taan pada kewajiban dan melanggar 
hak itu maka akan diberikan tanggung jawab dan juga tuntunan untuk 
memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggar.  
                                                          
32 Ibid., hlm 60. 
33 Fikry Abdulah, “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Wilayah 
Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota 
Tegal”, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 





Menurut Soedjono Dirjosiworo fungsi penegakan hukum yatu, 
fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena 
sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman 
maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-
norma yang telah memperlihatkan mana yang baik dan mana yang 
buruk. Dan selanjutnya fungsi hukum penegakan untuk memberikan 
saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. 
Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat 
untuk fisik maupun psikologi. 34 
 
C. Tinjauan Tentang Protokol Kesehatan COVID-19 
Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang perlu 
diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas beraktiftas secara aman 
pada saat pandemic COVID-19. Protokol kesehatan dibuat dengan tujuan 
agar masyarakat tetap dapat beraktifitas secara aman dan tidak 
membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat 
mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka 
penularan COVID-19 dapat diminimalisir.35 
Protokol adalah kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang 
berkaitan denga formalitas, tata urutan dan etika diplomatik. Aturan-aturan 
                                                          
34 Yulies Tina Marsriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 
13. 
35 Fatimah Mardiyah, “Apakah yang Dimaksud Protokol Kesehatan COVID-19?”, Tirto.id, 
Jarkarta, 7 September 2020, (https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-





protokoler menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara 
universal.36 
Kementrian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan 
pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol 
kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka 
pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2020 (COVID-19). 
Di dalam keputusan menteri tersebut, dijelaskan aturan-aturan yang 
perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas 
umum, berikut tempat dan fasilitas umum yang disebutkan, meliputi: 
a) Pasar dan sejenisnya 
b) Pusat perbelanjaan, mall, perkotaan dan sejenisnya 
c) Hotel, penginapan, homestay, asrama dan sejenisnya 
d) Rumah makan, rastoran dan sejenisnya 
e) Sarana dan kegiatan olahraga 
f) Moda transportasi 
g) Stasiun, terminal, pelabuhan dan Bandar udara 
h) Lokasi daya tarik wisata 
i) Jasa perawatan kecantikan atau rambut dan sejenisnya 
j) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah 
k) Jasa penyelengaraan event atau pertemuan 
                                                          
36 Edelweis Lararenjana, “Protokol adalah aturan atau Standar yang Mengatur Suatu Hal, 
Ini selengkapnya”, Jakarta , Minggu, 12 januari 2021, 08.33, 
(https://www.merdeka.com/jatim/protokol-adalah-aturan-atau-standar-yang-mengatur-suatu-hal-





Pada lokasi yang tertulis diatas aturan-aturan protokol kesehatan 
diperuntukan bagi 3 (tiga) pihak, yaitu pihak pengelola atau penyelenggara, 
penjual atau pekerja, dan pengunjung atau tamu. Setiap pihak memiliki 
perannya masing-masing sehingga aturan bagi tiap pihak telah disesuaikan. 
Secara umum aturan bagi bagi tiap pihak memiliki kesamaan satu sama lain, 
aturan tersebut adalah: 
1. Pihak pengelola atau penyelenggara 
a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan intruksi 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di 
wilayahnya. Hal tersebut penting dilakukan agar segala hal penting 
dapat terorganisir dan termonotor. 
b) Membentuk tim pencegahan COVID-19 di lokasi masing-masing 
untuk membantu pengelolaan dalam pencegahan penanganan 
COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya. 
c) Selalu menerapkan jaga jarak di lokasi masing-masing dengan 
berbagai cara, seperti pengaturan jarak antrean, memberikan tanda 
khusus jaga jarak yang ditempatkan dilantai, dan lain sebagainya. 
d) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para penjual atau pekerja 
tentang pencegahan penularan COVID-19. 
2. Pihak Penjual atau pekerja 






b) Setiap perjalanan dan selama bekerja harus selalu menggunakan 
masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh 
area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh wajah pastikan tagan 
bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau 
menggunakan handsanitizer. 
c) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup 
bersih dan sehat seperti seperti mengkonsumsi gizi seimbang, 
aktifitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup 
minimal 7 jam serta menghindari factor resiko penyakit. 
3. Pihak pengunjung atau tamu 
a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika 
mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, 
dan sesak nafas disarankan tetap di rumah. 
b) Wajib menggunakan masker 
c) Menerapkan prinsip jaga jarak 
d) Membawa alat pribadi contohnya peralatan ibadah, peralatan 
makan, dan sejenisnya. 
Poin-poin diatas adalah aturan-aturan secara umum. Tempat atau 
fasilitas tertentu memiliki aturan yang lebih ketat dan rumit karena 
kerentanan dan kemungkinan penularan yang lebih tinggi. 
Protokol kesehtan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas 
umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19  disusun 





penularan COVID-19 ditempat dan fasilitas umum. Protokol kesehatann 
ini dapat di kembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai 
dengankarakteristik dan kebutuhannya. Diharapkan dengan keterlibatan 
semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas umum 
dapat membantu memnimalkan dampak yng ditimbulkan oleh COVID-
19, dan secara garis besar dapat berkontribusi mencegah penularan atau 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal dalam 
Mengawasi, Mengendalikan, dan Mencegahan Penyebaran COVID-19 
Selama Pandemi 
1. Pengawasan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) 
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 
Upaya Pecegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di Kabupaten Tegal dengan menyampaikan wajib 
mematuhi protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat, 
keberadaan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tegal sebagai 
bagian gugus tugas COVID-19 memiliki peran yang cukup penting 
dalam mengawasi dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19. 
Untuk mengawasi permasalahan ketidakteraturan aktifitas masyarakat, 
maka Satuan Polisi Pamong Praja bersama satuan gugus tugas COVID-
19 berwenang untuk mengawasi aktifitas masyarakat bahkan 
memberikan tindakan sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar 
sesuai pada pasal 5 dalam Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 
Upaya Pecegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 





berupa sanksi bagi perorangan dan sanksi bagi pelaku usaha, 
bagi perorangan berupa denda administratif, denda administartif sebagai 
mana dimaksud ditetapkan paling banyak Rp. 100.000. Sementara untuk 
pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab 
temmpat dan fasilitas umum yaitu teguran tertulis, denda administratif, 
pencabutan sementara izin usaha selama 7 hari, penghentian atau 
penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi. Denda administratif 
sebagaimana dimaksud ditetapkan bagi pelaku usaha mikro paling 
banyak Rp. 200.000, bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah 
paling banyak Rp. 1.000.000, dan pelaku usaha besar paling banyak Rp. 
5.000.000. 
Dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk dilakukan 
pengawasan aktifitas  masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-
19 di Kabupaten Tegal. 
Menurut bapak Suharinto selaku Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Tegal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 
menjalankan jadwal operasi 3x (tiga kali) sehari pada pagi hari, siang 
hari, dan malam hari. Tugas operasi tersebut berupa operasi Yustisi 
gabungan Satgas Polri, TNI dan dinas-dinas terkait. Operasi Yustisi 
menyusur ke tempat-tempat keramaian seperti pasar yang ada di 
Kabupaten Tegal, cafe dan rumah makan atau restoran yang ada di 





Dinas Slawi, Taman Rakyat Slawi, ruko Slawi, obyek wisata, dan 
tempat kerumunan lainya.37 
Menurut bapak Tavip Mulyartomi menjabat sebagai Seksi 
Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal beliau 
mengatakan “meskipun sudah melakukan operasi yustisi di berbagai 
tempat masih banyak masyarakat yang masih melanggar protokol 
kesehatan, terhitung pada bulan mei ada kurang lebih 600 orang yang 
melanggar protokol kesehatan”.38 
Tabel I. 
Data Bulanan Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 yang 
Ditangani Oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal Tahun 2021 
No. Operasi Bulan Pelanggar 
1. Maret 1257 Orang 
2. April 1409 Orang 
3. Mei 669 Orang 
 
Sumber : Data Olahan Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal 
Dari data diatas dapat dilihat pelanggaran penegakan protokol 
kesehatan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Tegal yang di 
                                                          
37 Wawancara dengan bapak Suharinto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal, tanggal 10 Juni 2021 jam 09.30. 
38 Wawancara dengan bapak Tavip Mulyartomi, Seksi Penindakan satuan Polisi Pamong 





tangani oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 
terbilang mengalami penurunan tetapi masyarakat yang melanggar 
protokol kesehatan termasuk masih tinggi. Faktor yang mempengaruhi 
masih tingginya adalah masih banyak masyarakat yang belum sadar 
akan bahaya virus COVID-19. 
Untuk menurunkan pelanggaran protokol kesehatan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal membuat alternatif lain yaitu 
penambahan sanksi. Menurut bapak Tavip Mulyartomi menjabat 
sebagai Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal 
mengatakan bahwa “Untuk menyadarkan masyarakat Satuan Polisi 
Pamong Praja berserta Satgas COVID-19 memberikan alternatif lain 
selain memberikan sanksi denda, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satgas 
COVID-19 menambahkan sanksi push up, menyanyikan lagu nasional, 
sampai menyapu jalan untuk menambah efek jera bagi pelanggar 
protokol kesehatan baik bagi warga yang nekat tidak mengunakan 
masker maupun yang berkerumun, sanksi tersebut semata-mata untuk 
meyadarkan mereka, mereka itu memakai masker bukan karena ada 
petugas tapi memang untuk menyadarkan kesehatan sendiri untuk 
memakai masker dan hidup sehat”.39  
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Menurut bapak Suharinto selaku Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Tegal “dimana ada tempat kerumunan kami akan 
gencar melakukan razia demi memutus penyebaran COVID-19”.40  
Hal tersebut juga ditanggapi oleh salah satu pedagang yang 
berjualan disekitan alun-alun rumah dinas slawi yang bernama Raditya 
Bahtiar S, yang berjualan angkringan mengakui bahwa Satuan Polisi 
Pamong Praja bersama TNI dan Polri setiap hari mengadakan operasi 
yustisi dan membubarkan kerumunan yang ada di kawasan rumah dinas 
Slawi dan dan diarahkan untuk segera menutup warung angkringannya 
karena sudah melebihi waktu yang ditentukan, “saya melihat setiap hari 
Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan oprasi razia dan sidak, mereka 
datang untuk membubarkan kerumunan yang ada di alun alun rumah 
dinas slawi dan mengarahkan pedagang untuk menutup dagangannya 
karena sudah melebihi waktu yang ditentukan meskipun saya keberatan 
karena hanya ini mata pencaharian saya namun saya tetap menaati 
aturan untuk kepentingan kesehatan semua orang”.41 
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tersebut dapat 
diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal khususnya Satuan Polisi 
Pamong Praja telah berusaha mengatasi permasalahan penegakan 
protokol kesehatan dengan melakukan penertiban kerumunan 
masyarakat umum yang tidak mematuhi protok kesehatan terutama 
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penggunaan masker dan penertiban pedagang yang masih berjualan dari 
jam yang sudah ditentukan. 
2. Pengendalian Penyebaran Virus Corona (COVID-19)  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal yang merupakan 
penegakan peraturan daerah dalam melaksanakan pengendalian 
masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19 dilakukan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.  
Menurut bapak Edi Supratman dengan jabatan Seksi Operasi dan 
Pengendalian menjelaskaan pelaksanaan pengendalian aktifitas 
masyarakat telah dilakukukan melaluli proses menajemen yang sudah 
diatur dan ditetapkan. Adapun menejemennya adalah dimulai dengan 
mendahulukan perencanaan atau planning dalam setiap melakukan 
jadwal kegiatannya. Perencanaan atau planning adalah proses pemilihan 
dan penentuan secara matang dari apa-apa yang akan dikerjakan dalam 
rangka pencapaian tujuan program yang telah ditentukan. Melakukan 
perencanaan awal terlebih dahulu yaitu dibuatnya jadwal patroli. Patroli 
tersebut merupakan kegiatan rutin setiap bulannya yang dilakukan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam melaksanakan 
kegiatan penegakan peraturan daerah.42  
Dalam hal ini pengawasan, pengendalian dan pencegahan 
dilakukan berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh kepala atau 
                                                          
42 Wawancara dengan bapak Edi Supratman, Seksi Operasi dan Pengendalian satuan Polisi 





pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian kegiatan patrol 
dilakukan oleh kelompok-kelompok yang telah ditentukan jadwalnya. 
Setelah perencanaan kegiatan sudah diatur maka diteruskan melalui 
proses perorgansian. Perorganisasian merupakan keseluruhan proses 
orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang 
sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat dikembangkan dalam 
suatu pencapaian tujuan. Dalam memejemen dibutuhkan 
perorganisasian yang jelas agar dapat memperkerjakan setiap pegawai 
pada posisi dan tanggung jawab kinerja yang efektif dengan tugas-
tugasnya.43 
Adapun pembagian tugas dalam pengendalian aktifitas 
masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten 
Tegal yakni sesuai dari Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah di 
keluarkan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 
yaitu diperintahkan kepada kepala bidang Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat serta diteruskan kepada Kepala Seksi 
Hubungan Antar Lembaga dan Kepala Seksi Operasional dan 
Pengendalian, kemuadian kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja 
baik komandan regu beserta anggotanya.44 
Adapun yang diperintahkan adalah bertujuan untuk melakukan 
tugas operasi himbauan pengaturan kehidupan masyarakat selama 
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pandemi, memberikan teguran, memberikan sanksi denda dan 
administratif, serta hukuman tambahan seperti push up, menyanyikan 
lagu nasional, dan membersihkan tempat umum untuk memberikan efek 
jera bagi masyarakat yang melanggar dalam wilayah hukum Kabupaten 
Tegal.45 
Disamping melakukan rutinitas kegiatan operasi patroli juga 
bisa melaksanakan penertiban objek-objek yang melanggar peraturan 
bupati Kabupaten tegal selama pandemi, hal ini dibenarkan oleh bapak 
Hartono M salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal. Beliau mengatakan bahwa “apabila ada perintah untuk 
penertiban, pengawasan, aktifitas masyarakat maka sebelum turun 
kelapangan kami sudah memegang SPT terlebih dahulu berupa Surat 
Perintah Tugas (SPT) dan saya mendapatkan jadwal patrol pagi guna 
mengawasi dan mengendalikan kerumunan dan aktifitas perdagangan 
yang bersifat kebutuhan primer”.46 
Pembagian tugas diatas adalah pembagian tugas tertulis yang 
diperintahkan langsung oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tegal, selain tugas tertulis tersebut petugas Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Tegal juga diberikan perintah secara lisan 
yang disampaikan ketika apel atau briefing sebelum menjalankan 
penertiban. Dalam briefing tersebut kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
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Kabupaten Tegal memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan 
oleh para komandan regu maupun kelompok-kelompok yang bertugas 
dan ini merupakan pengendalian Satuan Polisi pamong Praja yang 
dilaksanankan di Kabupaten Tegal. 
Langkah-langkah dalam melakukan pengawasan dan 
pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tegal selain melalui proses perencanaan dan 
pengorganisasian, dilanjutkan melalui proses pergerakan atau 
pengarahan. Pengerakan atau pengarahan merupakan suatu tindakan 
untuk mengusahakan agar semua anggota regu berusaha untuk 
mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan organisasi. Adapun 
kegiatan-kegiatan pengarahan dalam proses pengawasan pengendalian 
masyarakat dalam hal ini adalah pemberian perintah dan komunikasi 
yang dilakukan oleh atasan kepada seluruh bawahan atau anggota regu 
yang melakukan patroli atau operasi. Kedua hal ini memiliki hubungan 
yang erat, jika komunikasi berjalan dengan baik maka pemberian 
perintah akan diterima oleh anggota setiap regu dengan jelas. Hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Hartono M salah satu anggota 
Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupatan Tegal, salah satu komandan 
regu Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tegal, beliau menjelaskan 
bahwa “dimana setiap kali melakukan pengawasan dan pengendalian 
kaki lima sebelum turun ke lapangan kami diberikan arahan terlebih 





dilapangan, sehingga penertiban yang dilakukan bisa aman terkendali 
dan lancar”.47 
Pengendalian aktifitas masyarakat yang dilakukan oleh pihak 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dengan melaksanakan 
kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin. Patroli adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal yang 
dilakukan oleh secara berkelompok dari 10 (sepuluh) orang atau lebih, 
menggunakan kendaraan roda empat (pick-up) ataupun truck dan juga 
seringkali terjun langsung kelapangan dengan berjalan kaki masuk ke 
dalam wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan menggunakan 
kendaraan roda empat. 
Adapun tujuan untuk melakukan patroli adalah untuk 
mengetahui sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 
selama pandemi COVID-19 masih berlangsung untuk mngetahui 
kondisi aktifitas masyarakat, seperti yang dikatakan oleh bapak Giyarto 
dengan jabatan bidang Ketentraman dan ketertiban Umum Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Tegal, beliau mengatakan bahwa 
“Pengawasan dan pengendalian aktifitas masyarakat yang dilakukan 
biasanya kita adakan patroli 3 kali sehari, ini salah satu upaya Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal untuk memutus mata rantai 
penyebaran virus COVID-19.48 
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Demi kelancaran tugas dilapangan maka kita sudah menyusun 
jadwal pengawasan pengendalian yang dibagi untuk beberapa regu”. 
Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh bapak Hartono M salah satu 
petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, beliau 
mengatakan mengatakan bahwa “kami petuga Satuan Polisi Pamong 
Praja kabupaten Tegal dalam menjalankan adalah dengan mengikuti 
patroli rutin setiap 3 kali sehari diatur oleh pergantian piket agar 
terkendalinya aktifitas masyarakat dan dapat memutus mata rantai 
COVID-19”.49 
Pantauan terhadap pengawasan dan pengendalian aktifitas yang 
dilakukan oleh tim patroli rutin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Slawi yang bertugas di pos penjagaan dan yang berpatroli. Kenyataan 
yang didapat dilapangan bahwa masyarakat masih banyak yang 
melanggar protokol kesehatan. Meskipun masih banyak yang melanggar 
protokol kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 
berusaha semaksimal mungkin untuk menegakan protokol kesehatan 
dan hidup sehat, ditambah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 
bersama TNI, POLRI dan dinas-dinas terkait yang membatu 
melaksanakan penegakan protokol kesehatan COVID-19 memberiakan 
edukasi dan penyuluhan tentang bahaya virus COVID-19 dan hidup 
sehat untuk memutus mata rantai COVID-19.     
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3. Pencegahan  Penyebaran Virus Corona (COVID-19) 
Pencegahan penyebaran COVID-19 melalui Peraturan Bupati 
Kabupaten Tegal Nomor 62 Tahun 2020 Penerapan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan 
Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di 
Kabupaten Tegal menegaskan melakukan melakukan penerapan disiplin 
dan penegakan protokol kesehatan, masyarakat harus mematatuhi 
protokol kesehatan dan menjalani hidup sehat dan bersih. Dalam hal ini 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal telah menetapkan 
anggotanya disetiap pos dan menetapkan anggotanya berpatroli di 
kawasan-kawasan yang rawan dalam penyebaran virus COVID-19 
untuk mencegah dan mengawasi masyarakat agar mematuhi protokol 
kesehatan dan menjalani hidup sehat. Pencegahan ini juga sangat 
berpengaruh terhadap berkurangnya penyebaran virus COVID-19. Hal 
ini sesuai apa yang disampaikan oleh bapak Suharinto selaku Kepala 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal beliau mengatakan bahwa 
“Kami akan menindak dengan tegas masyarakat yang melanggar 
protokol kesehatan virus COVID-19 sesuai dengan yang ada Peraturan 
Bupati Kabupaten Tegal guna untuk memutus rantai mata rantai 





untuk menurunkan penyebaran virus COVID-19 selama pandemi 
berlangsung di Kabupaten Tegal”.50 
Satuan Polisi Pamong Praja juga turut melaksanaan pengawasan 
dan pencegahan “Jateng di Rumah Saja” diadakan selama 2 hari pada 
tanggal 6 dan 7 Februari 2021, gerakan jateng dirumah saja dirancang 
oleh gubernur jawa tengah Ganjar Pranowo hal ini tertuang dalam surat 
edaran (SE) nomor 443.5/0001933 tanggal 2 Februari tahun 2021 
tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan 
pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Tahap II 
di Jawa Tengah, dalam surat edaran tersebut disiapkan himbauan untuk 
tempat-tempat keramaian ditutup pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021.  
Dikutip dari surat edaran tersebut  terdapat aturan lengkap 
tentang gerakan “Jateng di Rumah Saja” aturan tersebut yaitu, 
dilaksnakan secara serentak pada Sabtu dan Minggu tanggal 6-7 
Februari 2021. Kedua, dilaksanan oleh semua komponen masyarakat 
kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan, 
kebencanaan, keamanan, energy, komunikasi dan teknologi informasi 
keuangan, perbankan, logistik dan kebutuhan pokok masyarakat, 
perhotelan, konstruksi, industry strategis, pelayan dasar, fasilitas publik, 
dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional. Ketiga, 
penutupan car free day, penutupan jalan, penutupan toko dan mall, 
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penutupan pasar, penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi, 
pembatasa hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu) serta 
kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan (seperti 
pendidikan, event, dll). 
Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 
mengerahkan anggotanya untuk mencegah masyarakat untuk keluar 
rumah dan berkerumun. Dalam rangka menyukseskan “Jateng di Rumah 
Saja” Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal mengadakan operasi 
yustisi pagi sampai malam hari untuk mengawasi masyarakat agar patuh 
pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Dalam 
hal ini Bapak Suharinto Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal mengatakan “Guna mendukung gerakan “Jateng di Rumah Saja” 
Satun Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal melakukuan  operasi  
secara masif. Kami Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh TNI, 
POLRI melakukan penutupan di beberapa titik seperti di alun-alun 
Kabupaten Tegal, alun-alun depan rumah dinas Kabupaten Tegal, gor 
Trisanja Slawi, Taman Rakyat Slawi dan tempat-tempat yang 
menimbulkan kerumunan. Kami juga menutup pasar-pasar, objek 
wisata, dan fasilitas umum (taman-taman kota), alun-alun dan lain-lain, 
jika ada masyarakat yang berada di obyek wisata dan fasilitas umum 





kami suruh pulang”.51 Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa “Pada 
pagi hari kami melakukan operasi yustisi di pasar-pasar, obyek wisata, 
dan fasilitas umum (taman-taman kota) dan pada malam hari melakukan 
razia ke warung-warung angkringan, cafe dan rumah makan”.52 Gerakan 
“Jateng di Rumah Saja” sangat penting karena dapat mencegah 
penularan virus COVID-19 dan bisa menurunkan penularan virus 
COVID-19.   
Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tegal juga turut serta 
dalam pemantauan penyeketan larangan mudik dan arus balik mudik 
hari raya idul fitri 1442 hijriah. Pemerintah telah merilis Addendum 
Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari 
Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian COVID-19 Selama Ramadhan. 
resmi melarang adanya mudik lebaran 2021 untuk mencegah penularan 
virus COVID-19. Surat edaran inin disusun untuk mengatur pembatasan 
mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi posko COVID-19 di 
desa atau kelurahan selama bulan ramadhan. Larangan mudik ini 
berlaku pada 6 sampai 17 mei 2021. 
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang 
terlibat dalam Satuan Tugas penanganan COVID-19 ikut serta dalam 
melakukan monitoring dan operasi gabungan penyeketan arus mudik 
dan arus balik mudik serta penerapan protokol kesehatan. Dalam hal ini 
                                                          
51 Wawancara dengan bapak Suharinto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal, tanggal 10 Juni 2021 jam 09.30. 
52 Wawancara dengan bapak Suharinto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 





Kepala Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan anggotanya 
disetiap pos penyekatan keluar masuk Kabupaten Tegal guna mencegah 
keluar masuknya masyarakat yang tidak memiliki kepentingan dan 
terinfeksi COVID-19. Pernyataan ini juga disampaikan oleh bapak 
Suharinto selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 
mengatakan “Tugas Satuan Satpol Polisi Pamong Praja dalam 
pencegahan larangan mudik kami yang mengkordinir disini bersama 
TNI, POLRI dan Dinas-dinas terkait atau kita sebut LINSEK ( lintas 
sektoral). Kita rapatkan, dan di bagi tugas di satu pos. Di Kabupaten 
Tegal terdapat pos penyekatan-penyekatan dibeberapa titik terutama di 
perbatasan Kabupaten atau Kota.”53 
Dalam tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI, 
POLRI dan Dinas-dinas terkait (LINSEK) berjaga 1x24 (Satu kali dua 
puluh empat) jam di pos perbatasan Kabupaten atau Kota dan 
melakukan penyekatan. Hal ini dibenarkan oleh bapak Suharinto selaku 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal beliau mengatakan 
“Di kabupaten Tegal terdapat 6 titik pos penyekatan, lokasinya berada 
diruas Jalan Klonengan, Selapura, Jalur Pantura di depan LIK Takaru, 
exit tol Adiwerna, rest area ruas tol Pejagan Pemalang, dan diterminal 
Slawi ditutup. Dipos tersebut ada petugas gabungan dari Satuan Polisi 
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Pamong Praja, TNI, POLRI, Dinas Perhubungan, dan BPBD bersiaga 
24 jam”.54 
Pada prinsipnya kebijakan pemerintah terkait larangan mudik 
masyarakat diperbolehkan melakukan perjalanan antar wilayah namun 
harus memenuhi ketentuan dan syarat dari Kementrian Perhubungan, 
seperti wajib menunjukan surat keterangan hasil tes PCR negatif atau 
hasil uji cepat antigen pada kurun waktu maksimal 1x24 jam, termasuk 
tes GeNose C-19 dengan hasil negatif bagi penumpang pesawat. 
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Suharinto selaku Kepala 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, beliau mengatakan 
“sebetulnya boleh masyarakat melakukan namun dengan menunjukan 
surat-surat yang lengkap seperti hasil swab negatif  dan identitasnya 
harus jelas tetapi kalau identitasnya tidak jelas dan surat-suratnya tidak 
lengkap kami dengan tegas mencegah diharus putar balik kembali”.55 
Pencegahan ini sangat berpengaruh terhadap berkurangnya 
penularan virus COVID-19 dan memutus mata rantai virus COVID-19. 
Hal ini lah yang dianggap bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja 
menjadi poin penting dan krusial untuk menyukseskan penurunan virus 
COVID-19 selama pandemi di Kabupaten Tegal. 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Turut 
melaksanakan tugas Penerapan Pembatasan Kegitan Masyarakat 
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(PPKM) Jawa Bali. Intruksi ini di keluarkan oleh Mendagri Instruksi 
Mendagri PPKM darurat itu dengan Nomor 15 Tahun 2021 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus 
Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Menindaklanjuti arahan 
Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 
Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai 
dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk 
melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta 
mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan 
Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. 
Ada 13 poin yang tertuang dalam Instruksi Mendagri PPKM 
Darurat ini. 13 poin tersebut pada intinya mengatur tentang pelaksanaan 
PPKM darurat. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam instruksi Menteri 
ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 pada 
Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi 
Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di 
Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-
19.  
Salah satu aturan dalam mendagri itu, kepala daerah 





akses ke supermarket dan restoran harus diberikan. Sebagai informasi, 
restoran hingga rumah makan memang diizinkan untuk beroperasi, 
namun hanya untuk take away atau dibawa pulang, tidak makan di 
restoran atau dine in. Aturan itu tertuang dalam diktum ketiga poin e 
Instruksi Mendagri "Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat 
perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, 
supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan 
memperhatikan ketentuan pada dictum 3 (tiga) poin c.3 dan d." 
Dalam Instruksi Mendagri PPKM Darurat, industri pemenuhan 
kebutuhan pokok memang diperbolehkan. Misalnya, supermarket dan 
toko kelontong hingga pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok. 
Namun dengan jam operasional terbatas. "Untuk supermarket, pasar 
tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual 
kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 
waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); 
dan," demikian bunyi diktum ketiga poin c.4. Restoran hingga rumah 
makan juga diperbolehkan dibuka. Namun dengan jam operasional yang 
terbatas dan dilarang dine in. Pelaksanaan kegiatan makan/minum 
ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki 
lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun 
yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima 
delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)," 





Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 
dibantu oleh TNI dan POLRI menetapkan anggotnya di pos-pos 
penjagaan yang sudah di tentukan oleh kepala LINSEK dan melakukan 
operasi monitoring keseluruh pusat-pusat yang rawan akan terjadinya 
penularan virus corona dan akan menindak tegas masyarakat dan pelaku 
usaha yang masih melakukan kegiatan melebihi batas waktu yang sudah 
ditentukan. 
Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI dan POLRI juga 
melaksanakan penyeketan atau penutupan jalan untuk mengurangi 
pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya bukan untuk 
mengosongkan jalan di Kabupaten, bukan untuk buat lengang jalan-
jalan, tujuannya membuat masyarakat selamat. tidak tertular, tidak 
terpapar, apalagi yang punya penyakit bawaan yang bisa risiko. agar 
penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Tegal bisa ditekan 
seminimal mungkin dan keluar dari zona merah. 
B. Hambatan-hambatan yang Muncul dalam Upaya Pelaksanaan Tugas 
Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal dalam Upaya 
Penegakan Protokol Kesehatan dan Pengendalian COVID-19 
Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa hambatan-hambatan 
dalam menegakan protokol kesehatan dan pengendalian virus  COVID-19. 
Hambatan tersebut di golongkan menjadi dua faktor yaitu dari faktor 
internal dan faktor eksternal. 





a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 
Salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal disebabkan oleh 
kurangnya jumlah anggota. Dalam penegakan protokol kesehatan 
dan penanganan COVID-19 dirasa masih membuthkan anggota 
personil untuk melakukan operasi dan pengawasan. Berdasarkan 
wawancara dengan bapak Tavip Mulyartomi selaku seksi 
Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, ”Dalam 
menjalankan tugas penegakan protokol kesehatan dan pengendalian 
COVID-19  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal 
menjalankan tugas 24 jam setiap hari, jika tidak ada penambahan 
anggota baru menurut saya kurang efektif untuk melakukan 
penegakan dan pengendaliaan COVID-19 ”.56 
b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana  
Menurut bapak Tavip Mulyartomi selaku seksi Penindakan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal mengatakan bahwa, 
“sarana yang tersedia kurang memadai untuk menjalankan tugas 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal khususnya dalam 
penegakan protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19 karena 
berkaitan dengan virus yang sangat menular dan berbahaya anggota 
                                                          
56 Wawancara dengan bapak Tavip Mulyartomi, Seksi Penindakan satuan Polisi Pamong 





Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal tidak dilengkapi 
dengan pakaian yang semestinya”.57 
c. Honor atau Bonus Yang Rendah 
Menurut bapak Tavip Mulyartomi selaku seksi Penindakan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal mengeluhkan bahwa, 
“ini berkaitan dengan anggaran. Honor yang dibayar belum sebading 
dengan tugas yang kita jalani, menurutnya tugas ini sangat beresiko 
sekali tetapi karena Satuan Polisi Pamong Praja sudah di didik, 
sudah mempunyai gaji tetap dan sudah mempunyai insentif lain 
akhirnya kami loyal terhadap tugas yang kita jalani”.58 
2. Faktor Eksternal 
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya 
kesehatan dan protokol COVID-19. Berdasarkan wawancara dengan 
bapak Tavip Mulyartomi selaku seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Tegal beliau mengatakan, “bahwa masih banyak 
masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan 
masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, masih 
banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker meskipun Satuan 
Polisi Pamong Praja sudah menambahkan sanksi”.59 
 
                                                          
57 Wawancara dengan bapak Tavip Mulyartomi, Seksi Penindakan satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Tegal, tanggal 10 Juni 2021 jam 10.30. 
58 Wawancara dengan bapak Tavip Mulyartomi, Seksi Penindakan satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Tegal, tanggal 10 Juni 2021 jam 10.30. 
59 Wawancara dengan bapak Tavip Mulyartomi, Seksi Penindakan satuan Polisi Pamong 









Berdasakan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam 
penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan: 
1. Keberadaan Satuan Polisi pamong Praja dalam Penegakan Protokol 
Kesehatan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Tegal sangatlah 
penting dalam mencegah virus COVID-19.  
a. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja 
memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten 
Tegal Nomor 62 tahun 2020 dan menambah sanksi sosial seperti 
push up, menyanyikan lagu nasional sampai menyapu jalan. 
Meskipun masih banyak yang melanggar protokol kesehatan 
tindakan ini di rasa dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar. 
b. Pengendalian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lakukan 
melalui managemen yang sudah di atur oleh Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja sebelum terjun melaksanakan tugas patroli untuk 
melakukan pengawasan dan pengendalian. Pantauan terhadap 
pengawasan dan pengendalian aktifitas yang dilakukan adalah 






c. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pencegahan dengan 
menetapkan anggotanya disetiap pos dan menetapkan anggotanya 
berpatroli di kawasan-kawasan yang rawan dalam penyebaran virus 
COVID-19 untuk mencegah dan mengawasi masyarakat agar 
mematuhi protokol kesehatan hal ini lah yang dianggap menjadi 
poin yang sangat penting untuk menurunkan penyebaran virus 
COVID-19 selama pandemi. Satuan Polisi pamong Praja 
Kabupaten Tegal juga turut serta dalam pemantauan penyeketan 
larangan mudik dan arus balik mudik hari raya idul fitri 1442 hijriah 
dan melaksanakan tugas Penerapan Pembatasan Kegitan 
Masyarakat (PPKM) Jawa Bali dengan melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan surat edaran yang sesuai.  
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Tugas Satuan 
Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal dalam upaya Penegakan 
Protokol Kesehatan dan Pengendalian COVID-19 antara lain: 
a. Salah satu hambatan Satuan Polisi pamong Praja dalam pelaksanaan 
penegakan dan pengendalian protokol kesehatan disebabkan oleh 
faktor SDM. Dalam menjalankan penegakan protokol dan 
penanganan COVID-19 dirasa masih membuthkan anggota personil 
untuk melakukan operasi dan pengawasan. 
b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana berkaitan dengan virus yang 
sangat menular dan berbahaya anggota Satuan Polisi Pamong Praja 





c. Berkaitan dengan anggaran honor atau bonus yang didapat tidak 
sebanding dengan tugas yang didapat dalam menegakan protokol 
kesehatan dan penanganan COVID-19 
.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan 
dikemukakan sebagai beriku: 
1. Bagi Pemerintah   
Untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tegal diharapkan dapat meanmbah tenaga pembatu, anggaran yang 
dapat menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tegal, dan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih 
memadai khususnya dalam penegakan protokol kesehatan dan 
penanganan COVID-19 sehingga dalam menjalankan tugasnya Satuan 
Polisi Pamong Praja bisa berjalan dengan baik dan aman. 
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja 
Seluruh anggota Satuan Polisi pamong Praja harus berkomitmen dan 
berdedikasi tinggi untuk menegakan protokol kesehatan dan 
penanganan COVID-19.  
3. Bagi Masyarakat 
Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahaya 





kesehatan dengan menggunakan masker saat sedang di luar ruangan, 
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